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ABSTRAK

Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
(Studi Kasus pada Pemerintah Dacrah Kota Palembang Tahun Anggaran
2014-2018)

Oleh:

Arista R. Harris
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi serta efektivitas
penerimaan asli daerah yaitu pada sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa
laporan yang terkait dengan target dan realisasi peneriman pajak daerah Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori sangat baik karena melebihi
angka diatas 50%. Sedangkan, efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu 104.39% dan
dikategorikan dalam kriteria sangat efektif karena berada dalam rentang lebih dari
100%.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kontribusi, Efektivitas, Otonomi Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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ABSTRACT

Contribution and Effectiveness of Local Taxes on Regional Original Revenue
of Palembang City South Sumatra Province
(Case Study on The Regional Government of Palembang City in The 2014-
2018 Fiscal Year)

By :

Arista R. Harris
Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
Meita Rahmawati, S.E., M.Ace. Ak., CA

This study aims to analyze the contribution and effectiveness of local revenue,
namely the local tax sector on Regional Original Revenue (ROR) of the City of
Palembang, South Sumatera Province. This research uses a descriptive method
with a quantitative approach. The data used in this research is secondary data.
Secondary data in the form of reports related to the target and realization of the
Palembang regional tax revenue in South Sumatera Province. The results showed
that the contribution of local taxes to the Regional Original Revenue (ROR) of the
City of Palembang, South Sumatera Province is in the very good category because
it exceeds the figure above 50%. Meanwhile, the effectiveness of local tax on
Regional Original Revenue (ROR) of Palembang City in South Sumatra Province
is 104,39% and categorized as very effective criteira because it is in the range of
more than 100%.

Keyword : Regional Tax, Contribution, Effectiveness, Regional Aunotomy and
Regional Original Revenue (ROR).
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk
memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran
serta pemerintah dan masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan
potensi daerah secara optimal dan terpadu agar upaya pemerataan pembangunan
diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu untuk
ditingkatkan demi tercapainya pembangunan wilayah secara nasional.

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga
pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola
potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada
bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya
diantarannya ketersediaan dana. Masalah dalam terbatasnya dana untuk
penyelenggaraan pembangunan sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu

dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah



diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan
daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat
harus seminimal mungkin.

Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan
kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan
secara lebih mandiri, termasuk didalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan
khususnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Walakandou
(2013), untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, maka
pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan
penggalian potensi daerah. Dengan demikian, daerah diberi kebebasan untuk
mandiri dalam mengelola asetnya senddiri melalui pendapatan yang dipungut di
wilayahnya untuk memenuhi belanja dan kebutuhan daerah selain bantuan dari
pusat.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan
reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang
memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah
tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang
memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan
karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat
untuk mendanai daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
dijelaskan tentang penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah

dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan. Hal ini merupakan



konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang
diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Asas ini merupakan hak, wewenang,
dan kewajiban daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah adalah daerah diharapkan mampu mengelola
segala permasalahan daerahnya secara lebih mandiri atau otonom, termasuk pula
dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah. Harapannya bahwa
pemerintah daerah mampu secara lebih otonom dalam menggali dan mengelolaan
kekayaan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dengan
diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mampu menggali potensi sumber-
sumber pendapatan daerahnya sehingga kemandirian keuangan daerah dapat
meningkat yang pada akhirnya dapat dioptimalkan pada pembangunan daerah.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun
ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan keuangan
daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai
kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah
otonomi yang nyata.

Pemerintah pusat menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi
kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan,

maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan pemerintah



daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang ada di daerahnya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembiayaan pemerintah daerah
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunaan senantiasa
memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin
dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi
Daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Berdasarkan Undang-
Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi
mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan
pengeluaran daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah
yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada
kenyataanya kontribusi PAD terhadap pendapatan belanja daerah masih tergolong
kecil, masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan
pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD. Pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari sektor pajak
daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan



untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1
angka 18 bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta
mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus
lebih meningkatkan PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah;

2. Retribusi Daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan; dan

4. Lain-lain PAD yang Sah.

Penerimaan daerah pada sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat,
selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan
partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan
berbagai alternatif penerimaan daerah, undang-undang tentang penerimaan daerah
dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah,
menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD bersumber dari
dalam daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan

negara yang sangat potensial.



Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara
umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak secara
umum yang memungut adalah dari pihak pemerintah pusat, sedangkan pajak
daerah yang memungut adalah dari pihak pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri
dari pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut diwilayah daerah dan bagi hasil
pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut diwilayah daerah ini dikenal
sebagai pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi
wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang
sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak
mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga
kemakmuran rakyat. Menurut Agoes (2017), pajak dipungut berdasarkan atau
dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, dalam pembayaran
pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah, pajak
diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan bila dari pemasukannya
masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment dan
pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter yaitu fungsi mengatur.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan
undang-undang tersebut maka kabupaten/kota diperkenankan untuk menarik pajak

daerah. Menurut Wulandari dan Iryani (2018), pajak daerah merupakan sumber



Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam
membangun daerah. Pajak daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan
daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut.

Pajak bagi pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai sumber
pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga berfungsi sebagai alat
pengatur (regulatory). Pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, terlebih di era otonomi daerah dimana kebutuhan dana untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar,
sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu
untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat
mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengatur (regulatory) dari
pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi
ternadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk
kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi
masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah (djpk.kemenkeu.go.id).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah
sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali
semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dikarenakan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator dalam pengukur
keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka
semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayali
kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah

telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD



yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka
penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerah, seperti membiayai administrasi
pemerintahan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas
pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan
pemerintahan daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat
disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Berdasarkan hal
tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam
menyokong pembangunan daerah itu sendiri sebagai pemasukan dana yang sangat
potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju
pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Berikut ini adalah
rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2014-2018.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Prov.
SumselTahun 2014-2018 (dalam ribuan rupiah)

Tahun

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

Penerimaan % Penerimaan % Penerimaan % Penerimaan % Penerimaan %
1.Pajak 463.574.599 64 479.112.889 65 536.552.681 69 680.012.762 62 721.012.771 75
Daerah
2.Retribusi 85.154.048 12 75.664.031 11 74.207.984 10 59.805.678 5 48.055.940 5
Daerah
3.Hasil 28.021.442 4 34.503.218 4 50.361.859 6 61.860.027 6 62.318.561 7
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
4.Lain-lain 151.373.216 20 145.540.055 20 116.271.504 15 290.026.147 27 121.870.338 13
Pendapatan
Daerah yang
Sah
JUMLAH 728.123.306 100 734.820.204 | 100 777.394.030 100 | 1.091.704.605 100 953.257.612 | 100

Sumber: BPKAD Kota Palembang Sumatera Selatan




Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masing-masing ada yang naik setiap
tahunnya juga ada yang turun jumlah penerimaan disetiap tahunnya. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Pajak daerah memberikan penerimaan 75% dari total PAD, terlihat pada tabel 1.1
bahwa pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pemerintah
Daerah Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan
menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah
yang ada, salah satunya dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah
ada.

Kota Palembang adalah salah satu dari 16 kabupaten/kota yang ada di
Sumatera Selatan. Banyak potensi daerah yang dapat digali dari Kota Palembang
dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada
PAD di Kota Palembang, maka pihak Pemerintah Daerah Kota Palembang harus
berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber
pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada, salah satunya
dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi dan Efektivitas Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diambil penulis, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat :
1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Palembang.
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Palembang.
1.4 Manfaat Penelitian
Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referesi
tambahan dan masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya
akuntansi perpajakan. Serta untuk mengetahui bagaimana tingkat
kontribusi penerimaan, efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
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2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan
pengetahuan, serta pemahaman tentang fenomena perpajakan yang
terjadi, terutama tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap
PAD. Manfaat untuk pembaca diharapkan mampu memberikan informasi
dan wawasan terkait dengan penelitian, serta dengan adanya penelitian
ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
1.5  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab
akan disusun secara sistematis.
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB Il STUDI KEPUSTAKAAN
Bab ini menjelaskan mengenai studi kepustakaan, yaitu teori-teori yang
digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan
kerangka pemikiran.
BAB 11l METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk
memecahkan permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari rancangan
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan
sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik

analisis data.
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data disertai dengan
pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilakukan.
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